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 BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah 

atas penggunaan  anggaran. Hal  terpenting  yang  diperlukan  dalam 

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran  kinerja dan  evaluasi 

serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. 

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan 

Review atas Laporan Kinerja, kami bermaksud akan mengadakan 

pembinaan/asistensi kepada aparatur PD dalam teknis penyusunan 

perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja sebagai pedoman bagi PD 

dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja. 

Pelaporan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar uraian singkat Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, rencana dan 

target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan 

analisis kinerja untuk setiap sasaran strategi atau hasil program/ 

kegiatan dan kondisi terakhir  yang seharusnya dapat tercapai. 

 

1.2 Bidang Kewenangan  

   Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 122 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 109 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung. 

  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak 

mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan fungsi 

pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. 
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung  Kabupaten 

Siak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat 

dan kampung; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di 

bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung; 

c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan kampung; 

d. Pelaksanaan Urusan tata usaha dinas; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Berikut susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Kampung Kabupaten Siak yang terdiri dari :  

a. Kepala Dinas membawahi Sekretaris dan 3 (tiga) Bidang, yaitu; 

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi 

dan Kerjasama Kampung; 

2. Bidang Pemerintahan Kampung; dan  

3. Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung. 

b. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

malaksanakan penyusunan kebijakan, mengkoordinasikan 

bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan 

administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, 

kerumahtanggaan dan kelembagaan dan membawahi 2 (dua) Sub 

Bagian, yaitu : 

1. Subbag Perencanaan Program dan Umum; dan 

2. Subbag Keuangan dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan 

Kerjasama Kampung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang 
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Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan 

Kerjasama Kampung. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan 

Ekonomi dan Kerjasama Kampung mempunyai fungsi : 

1.   Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan 

pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama 

Kampung;  

2.   Melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional 

berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur 

layanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan 

Ekonomi dan Kerjasama Kampung; 

3.   Merumuskan bahan kebijakan penataan dan pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat 

Kampung; 

4.   Menyelenggarakan kegiatan penguatan kelembagaan 

masyarkat dan adat kampung, pelatihan masyarakat, 

pengembangan manajemen pembangunan partisipatif serta 

peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan 

pendayagunaan ruang kawasan perkampungan; 

5.   Menyelenggarakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat 

dan adat kampung dalam menyuarakan aspirasi masyarakat; 

6.   Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi 

pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan 

Lembaga Adat Kampung; 

7.  Menyelenggarakan fasilitasi peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam program Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat; 

8.   Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan nilai budaya, 

agama, dan keagamaan di masyarakat dan pelestarian adat, 

budaya dan sosial; 

9.   Menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia bagi 

Lembaga Masyarakat Kampung dan Adat Kampung; 
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10. Merumuskan bahan kebijakan di Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama 

Kampung; 

11. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan 

pedoman dan supervisi pemberdayaan ekonomi, kerjasama 

kampung, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 

12. Menyelenggara fasilitasi peningkatan produksi, mutu, potensi, 

pemasaran lembaga ekonomi kampung; 

13. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi 

penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan 

Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Kampung/Badan 

Usaha Milik Kampung Bersama; 

14. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pemberdayaan 

pengembangan usaha ekonomi kampung; 

15. Melaksanakan pemberdayaan kerjasama ekonomi antar 

kampung; 

16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dari pimpinan baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenagan dan 

bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

d. Bidang Pemerintahan Kampung mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

kebijakan Bidang Pemerintahan Kampung. Untuk melaksanakan 

tugas Bidang Pemerintahan Kampung mempunyai fungsi : 

1.   Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan 

pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pemerintahan Kampung;  

2.   Melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional 

berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur 

layanan di Bidang Pemerintahan Kampung; 

3.   Menyelenggarakan pembinaan administrasi Pemerintahan 

Kampung; 
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4.   Menyelenggarakan penyusunan data base/profil kampung 

dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kampung; 

5.   Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, 

pemekaran, penggabungan dan penghapusan kampung; 

6.   Menyelenggarakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas 

Kampung dan Kelurahan; 

7.   Melaksanakan evaluasi perkembangan kampung dan lomba 

kampung; 

8.   Menyelenggarakan pengembangan kapasitas Penghulu, 

Perangkat Kampung dan anggota Badan Usaha 

Permusyawaratan Kampung; 

9.   Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Penghulu; 

10. Menyelenggarakan fasilitasi pemilihan anggota Badan 

Permusyawaratan Kampung; 

11. Menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian permasalahan 

penyelenggaraan pemerintahan kampung; 

12. Menyelenggarakan fasilitasi dan evaluasi atas pendataan Indek 

Kampung Mambangun; 

13. Menyelenggarakan fasilitasi evaluasi atas implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kampung; 

14. Menyelenggarakan kegiatan penguatan Lembaga Pemerintahan 

Kampung; 

15. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan Kampung; 

dan 

16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dari pimpinan baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenagan dan 

bidang tugas dang fungsinya dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas. 
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e. Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

teknis dan pelaksanaan kebijakan Bina Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Kampung. Untuk melaksanakan tugas Bina Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kampung mempunyai fungsi : 

1.   Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan 

pelaksanaan tugas di lingkup Bina Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Kampung;  

2.   Melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional 

berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur 

layanan di Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kampung; 

3.   Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional 

pengelolaan kuangan dan aset kampung; 

4.   Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan dan 

fasilitasi terhadap dalam rangka penertiban administrasi 

kuangan dan aset kampung; 

5.   Menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan 

sengketa aset Kampung; 

6.   Menyelenggarakan kegiatan penguatan Keuangan dan Aset 

Kampung; 

7.   Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan 

keuangan dan aset Kampung; 

8.   Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyelenggaraan 

program dan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset 

kampung dengan instansi atau pihak terkait; 

9.   Melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan Kampung; 

dan 

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dari pimpinan baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan 

bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas. 
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f. Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional 

sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh 

Bupati berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban 

kerja, sesuai peraturan perundang-undangan. 

3. Tugas tiap jenjang Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur jabatan fungsional masing-masing. 

4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan 

pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sesuai dengan 

bidang keahlian dan keterampilan. 

5. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan sub koordinator 

Pelaksana Fungsional guna mengoordinasikan dan mengelola 

kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup 

bidang tugas jabatan administrator masing-masing. 

6. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  ditunjuk 

oleh Bupati dari pejabat fungsional jenjang ahli muda. 

 

 Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung 

Kabupaten Siak sebagaimana tersebut diatas, dapat dilihat sebagaimana 

tabel berikut : 
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1.2. Struktur Organisasi DPMK Kab. Siak 
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1.3. Sumber Daya Aparatur 

Sumberdaya organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung Kabupaten Siak  merupakan suatu hal yang sangat strategis 

dan komprehensip bagi setiap proses aktifitas organisasi sehingga dapat 

mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Sumber daya Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai berikut : 

1.3.1 Susunan Kepegawaian 

Adapun kondisi kepegawaian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung Kabupaten Siak sebagai berikut : 

Tabel 1.3.1.1 
Jumlah Pegawai PNS, PPPK dan Non ASN di Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab Siak Tahun 2025 

 
Jumlah pegawai PNS, PPPK, Non ASN di Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung Tahun 2025 sebanyak 48 orang terdiri dari : 

1. PNS          : 19 Orang 

2. PPPK : 18 Orang 

2. Non ASN    : 1 Orang 

 

 

 

NO STAF ASN DAN NON ASN JUMLAH 

1 Eselon II 1 

2 Eselon III 3 

3 Eselon IV 2 

4 Jabatan Fungsional PSM 3 

5 Pelaksana 28 

6 Non ASN 1 

JUMLAH 38 
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 Dari PNS terdiri dari Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana 

1.  Struktural  : 6 Orang 

2. Fungsional : 3 Orang 

3. Pelaksana   : 28 Orang 

4. Non ASN    : 1 Orang 

 

Tabel 1.3.1.2 

Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

NO PENDIDIKAN JUMLAH 

1 Strata 3 (S-3) - 

2 Strata 2 (S-2) 7 

3 Strata 1 (S-1) 20 

4 Diploma 3 2 

5 SLTA/SMK/MA 9 

JUMLAH 38 

 Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab Siak Tahun 2025 

Jika melihat pada tingkat pendidikan aparatur Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, yang secara 

total berjumlah 38 orang, maka komposisi pegawai dengan pendidikan 

Sarjana dan Pasca Sarjana berjumlah 27 orang atau sekitar 71,05% dari 

jumlah pegawai secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan sumber daya 

aparatur yang sudah baik, meski tetap akan terus ditingkatkan. 

Tabel. 1.3.1.3 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 

 

       

S

u

m

b

e

r

Data :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab Siak Tahun 2025 

NO GOLONGAN JUMLAH 

1 Golongan IV 5 

2 Golongan III 12 

3 Golongan II 2 

JUMLAH 17 
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Sedangkan bila diklasifikasikan kedalam tingkatan golongan, maka 

sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3.1.3. pegawai Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung terbanyak berada pada golongan III, atau 

sejumlah 12 orang (70,59%). 

1.3.2 Analisis Kepegawaian 

Sesuai Peraturan Bupati Siak Nomor 122 Tahun 2023 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2021 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak. Dapat 

disampaikan dari Peta Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung Tahun 2025 dapat kita ketahui bahwa kebutuhan ASN 

sebanyak 170 orang terdiri dari 6 orang Jabatan Stuktural, 3 orang 

Jabatan Fungsional, 10 orang Jabatan Pelaksana, 3 orang Jabatan 

Pelaksana PPPK dan 85 orang Jabatan Pelaksana PPPK Paruh Waktu 

dan masih ada 63 orang Jabatan ASN yang dibutuhkan belum terisi 

yaitu: 1 orang Jabatan Struktural, 24 orang Jabatan Fungsional dan 38 

orang Jabatan Pelaksana. 

 

Kondisi kepegawaian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung Kabupaten Siak sebagai berikut : 
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Kls B K +/-

14 1 1 0

IV/e : III/d : 9 II/d : - I/c : -

IV/d : III/c : - II/c : 1 I/b : -

IV/c : 1 III/b : 2 II/b : - I/a : -

IV/b : 2 III/a : 2 II/a : 2

IV/a : 2

Kls B K +/-

12 1 1 0

Es.I : : 3 JFT : 3

Es.II : 1 : 2 JFU : 12

Kls B K +/- Kls B K +/-

Kls B K +/- 9 1 1 0 9 1 1 0

11 0 1 -1

11 0 2 -2 Kls B K +/- Kls B K +/-

8 0 1 -1 JF Arsiparis Penyelia 8 0 1 -1

JF Arsiparis Mahir 7 0 1 -1 7 1 4 -3

7 2 2 0 Penata Layanan Operasional 7 0 3 -3

7 0 2 -2 6 0 3 -3

5 1 2 -1 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 3 -1

5 0 2 -2

Kls B K +/- Kls B K +/- Kls B K +/-

11 1 1 0 11 1 1 0 11 1 1 0

Kls B K +/- JABATAN Kls B K +/- JABATAN Kls B K +/-

JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 9 2 2 0 9 1 2 -1 9 0 2 -2

JF Arsiparis Ahli Muda 9 0 1 -1 JF Arsiparis Ahli Pertama 8 0 1 -1 JF Arsiparis Ahli Muda 9 0 1 -1

JF Arsiparis Ahli Pertama 8 0 1 -1 7 0 2 -2 JF. Pranata Komputer Ahli Muda 9 0 1 -1

JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli  Pertama 7 0 2 -2 JF. Pranata Komputer Penyelia 8 0 1 -1 7 0 1 -1

JF Arsiparis Terampil 6 0 1 -1 JF Arsiparis Terampil 6 0 1 -1 JF. Pranata Komputer Mahir 6 0 1 -1

JF. Pranata Komputer Terampil 6 0 1 -1 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 3 -2 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 3 -3

Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 8 -7 Penata Kelola Pemerintahan 7 1 3 -2 Penata Kelola Pemerintahan 7 0 3 -3

Penata Layanan Operasional 7 0 36 -36 Penata Layanan Operasional 7 0 3 -3 Penata Layanan Operasional 7 2 34 -32

Pengolah Data dan Informasi 6 0 1 -1 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3 -2 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3 -3

Pengelola Layanan Operasional 6 0 2 -2 5 1 2 -1 Pengelola Layanan Operasional 6 0 3 -3

Pengadministrasi Perkantoran 5 0 2 -2 5 0 2 -2 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 2 -2

Operator Layanan Operasional 5 0 2 -2

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

KABUPATEN SIAK,

JABATAN

UPT

Operator Layanan Operasional

JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli 

Muda

JABATAN JABATAN JABATAN

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat,

Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung
Kepala Bidang Pemerintahan Kampung

Kepala Bidang Bina Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kampung

21 ORANG TERDIRI DARI Sekretaris

Es. III

Es. IV

Penata Layanan Operasional

JABATAN

JF Arsiparis Ahli Madya

JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya JABATAN

JABATAN

JF. Pranata Komputer Ahli Pertama

Penelaah Teknis Kebijakan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Umum

JABATAN

KEPALA DINAS

KEKUATAN PEGAWAI

PETA JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK TAHUN 2025

JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli  

Pengadministrasi Perkantoran

JF. Penggerak Swadaya Masyarakat 

Ahli Muda

JF Arsiparis Mahir

Pengadministrasi Perkantoran

Operator Layanan Operasional

JABATAN

Pengolah Data dan Informasi

JABATAN

Kepala Subbagian Keuangan dan 

Kepegawaian

JABATAN

Penelaah Teknis Kebijakan

 

1.3.2. Peta Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Kampung Kabupaten Siak 
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1.4 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

Adapun permasalahan yang dihadapi pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung antara lain; 

1. Belum optimalnya pemahaman tugas dan fungsi dari lembaga 

kemasyarakatan kampung  

2. Keberdayaan masyarakat masih rendah 

3. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan 

kampung 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung periode 2021-2026, arahan 

Kebijakan Pemerintah Daerah, dan hasil evaluasi capaian kinerja 

tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada Tahun 2025 

sebagai berikut : 

❖ Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat 

dan kampung. 

❖ Penyelenggaraan pelayanan umum dan dukungan atas 

penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan 

masyarakat dan kampung. 

❖ Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan 

masyarakat dan kampung. 

❖ Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan semua instansi yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas. 

❖ Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. dan  

❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dibidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
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II. PERENCANAAN KINERJA 

 

Penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Kampung Kabupaten Siak disusun berdasarkan Peraturan Bupati Siak 

Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis  Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak tahun 2021-2026. 

2.1 Komponen Strategis 

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Adalah “Terwujudnya 

Kabupaten Siak Yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan 

Masyarakat yang Agamis dan Budaya Melayu“. Guna mendukung 

tercapainya tujuan maka ditetapkan sasaran yang akan diraih antara lain 

sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan 

lembaga ekonomi kampung; 

Indikator : Persentase Kampung Mandiri 

2. Meningkatkan lembaga kemasyarakatan dan adat kampung 

Indikator : Persentase kelembagaan masyarakat perkampungan yang aktif 

dalam pembangunan yang berkelanjutan 

 

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pada dokumen RPJMD, 

maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung Kabupaten Siak 

menetapkan tujuan dan sasaran serta target kinerja sebagai berikut: 
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Tabel. 2.1 
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran 

DPMK Kabupaten Siak Tahun 2025 
 

 

NO 

 

TUJUAN 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

SASARAN 

 

SATUAN 

 

CARA PERHITUNGAN 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatkan 

kualitas tata 

kelola 

pemerintahan 

dan lembaga 

ekonomi 

kampung 

Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

tata kelola 

pemerintahan 

dan lembaga 

ekonomi 

kampung 

Peningkatan 

persentase 

kampung 

mandiri 

Persen Jumlah Kampung Mandiri 

Jumlah Kampung 

2 Meningkatkan 

lembaga 

kemasyarakatan 

dan adat 

kampung 

Meningkatnya 

peran swadaya 

masyarakat, 

lembaga 

kemasyarakatan 

dan adat 

kampung 

Persentase 

lembaga 

kemasyarakatan 

dan adat 

kampung yang 

aktif 

Persen Jumlah Lembaga Aktif 

Jumlah Lembaga 

Sumber Data : IKU Dinas Masyarakat dan Kampung Tahun 2021-2026 

 

 

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 35 tahun 2015 tentang 

Pedoman penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, Perjanjian Kinerja 

adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah kepada 

Kepala SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai 

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, adapun Perjanjian Kinerja 

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 

Angggaran 2025 dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

X 100% 

X 100% 
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Tabel. 2.2 

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG 

      

No  
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target 
 

(1) (2) (3) (4)  

           

1. Meningkat 
Kualitas 
Penyelenggaraan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
dan Lembaga 
Ekonomi 
Kampung 

Peningkatan Persentase Kampung 
Mandiri 

49,18% 

 

2. Meningkatnya 
Peran Swadaya 
Masyarakat, 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
dan Adat 
Kampung 

Persentase Lembaga Kemasyarakatan 
dan Adat Kampung yang Aktif 

95,56%  

   

   

  

 

      
 

 Program Anggaran Keterangan  

1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

 Rp       6.388.178.287,00  APBD-P 

 

2.  Program Peningkatan Kerja Sama 

Desa 

 Rp          174.999.750,00  APBD-P 
 

3. Program Administrasi Pemerintahan 

Desa 

 Rp       1.876.642.800,00  APBD-P 
 

4. Program Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga adat dan 

Masyarakat Hukum Adat 

 Rp       1.738.076.557,00  APBD-P 

 

     Rp     10.177.897.394,00   
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2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses perencanaan penetapan 

program dan kegiatan untuk satu tahun berdasarkan sasaran strategis 

beserta indikator kinerja. Rencana kinerja tahunan disusun dengan 

menyajikan sasaran, indikator kinerja dan target, kemudian program dan 

kegiatan beserta indikator kinerjanya, termasuk satuan dan target. Dalam 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja, 

diantaranya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2025 

sebagaimana terlampir, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

melaksanakan 4 (empat) program, sebagai berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Peningkatan Kerja Sama 

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa 

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan 

Masyarakat Hukum Adat 

 

Tabel. 2.3. 

 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana

Tingkat Pencapaian

(Target)

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1

                          Input         : - Dana Rupiah 2.610.276.739,00

Out put        : - Jumlah Orang yang Menerima Gaji

dan Tunjangan ASN

Orang/Bulan 21,00

Out come   : - Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Persen 100,00

Input            : - Dana Rupiah 152.876.900,00

Out put        : - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 

yang Disediakan

Paket 69,00

Out come    : - Terlaksananya Pengelolaan

Administrasi Umum yang

Mendukung Kelancaran Tugas dan

Fungsi SKPD

Persen 100,00

Input            : - Dana Rupiah 84.949.400,00

Out put        : - Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan 

Paket 13,00

Out come    : - Terlaksananya Pengelolaan

Administrasi Umum yang

Mendukung Kelancaran Tugas dan

Fungsi SKPD

Persen 100,00

Input         : - Dana Rupiah 6.360.000,00

Out put        : - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

Disediakan

Dokumen 2,00

Out come   : - Terlaksananya Pengelolaan

Administrasi Umum yang

Mendukung Kelancaran Tugas dan

Fungsi

SKPD

Persen 100,00

No

Sasaran

Program

Sub Kegiatan

Ket
Uraian

Indikator 

Kinerja
Target Uraian Indikator Kinerja Satuan

7

Meningkatny

a Pelayanan 

dan Kinerja 

Dinas 

Pemberdayaa

n Masyarakat 

dan Kampung

Nilai Prediket 

SAKIP Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Kampung

BB Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintaha

n Daerah 

Kabupaten/ 

Kota

Kegiatan Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

undangan

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Tersedianya Administrasi Umum Perangkat 

Daerah
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Rencana

Tingkat Pencapaian

(Target)

1 2 3 4 5 6 8 9 10

Input         : - Dana Rupiah 163.045.000,00

Out put        : - Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Laporan 200,00

Out come   : - Terlaksananya Pengelolaan 

Administrasi Umum yang 

Mendukung Kelancaran Tugas dan 

Fungsi

SKPD

Persen 100,00

Input            : - Dana Rupiah 216.760.000,00

Out put        : - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 55,00

Out come    : - Tersedianya Sarana dan Prasarana

yang Mendukung Kelancaran Tugas

dan Fungsi SKPD

Tahun 1,00

Input            : - Dana Rupiah 255.020.000,00

Out put        : - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

Unit 33,00

Out come    : - Tersedianya Sarana dan Prasarana 

yang Mendukung Kelancaran Tugas 

dan Fungsi SKPD

Tahun 1,00

Input            : - Dana Rupiah 28.393.800,00

Out put        : - Jumlah Unit Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang Disediakan 

Unit 2,00

Out come    : - Tersedianya Sarana dan Prasarana 

yang Mendukung Kelancaran Tugas 

dan Fungsi SKPD

Tahun 1,00

Input            : - Dana Rupiah 3.300.000,00

Out put        : - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Laporan 1,00

Out come    : - Tersedianya Jasa Layanan Umum

Kantor 

Tahun 1,00

Input            : - Dana Rupiah 108.800.000,00

Out put        : - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan

Laporan 1,00

Out come    : - Tersedianya Jasa Layanan Umum 

Kantor

Persen 1,00

Input         : - Dana Rupiah 2.538.786.648,00

Out put        : - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

Laporan 23,00

Out come   : - Tersedianya Jasa Layanan Umum

Kantor

Persen 100,00

Input            : - Dana Rupiah 23.750.000,00

Out put        : - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

Unit 6,00

Out come    : - Tersedianya Jasa Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kantor DPMK

Kabupaten Siak

Persen 100,00

Input            : - Dana Rupiah 153.700.000,00

Out put        : - Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Unit 6,00

Out come    : - Tersedianya Jasa Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kantor DPMK

Kabupaten Siak 

Persen 100,00

Input         : - Dana Rupiah 30.305.000,00

Out put        : - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara
Unit 30,00

Out come   : - Tersedianya Jasa Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kantor DPMK

Kabupaten Siak

Persen 100,00

Input         : - Dana Rupiah 11.854.800,00

Out put        : - Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

Unit 1,00

Out come   : - Tersedianya Jasa Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kantor DPMK

Kabupaten Siak

Persen 100,00

No

Sasaran

Program

Sub Kegiatan

Ket
Uraian

Indikator 

Kinerja
Target Uraian Indikator Kinerja Satuan

7

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Pengadaan Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Pengadaan Mebel
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2.4. STANDAR PENILAIAN KINERJA 

 Penilaian kinerja ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur 

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, 

selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis 

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan 

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang 

diharapkan.  

Rencana

Tingkat Pencapaian

(Target)

1 2 3 4 5 6 8 9 10

2 Fasilitasi Kerja Sama Antar 

Desa

Input         : - Dana Rupiah 174.999.750,00

Out put        : - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Dokumen 1,00

Out come   : - Jumlah kampung yang melakukan 

kerja sama

antar kampung

Persen 73,77

Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa

Input         : - Dana Rupiah 1.323.540.000,00

Out put        : - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pengelolaan Keuangan Desa

Dokumen 43,00

Out come   : - Cakupan Pemerintah Desa yang Persen 98,36

Input         : - Dana Rupiah 213.610.000,00

Out put        : - Jumlah Aparatur Pemerintah Desa

yang Mengikuti Pembinaan 

Orang 267,00

Out come   : - Cakupan Pemerintah Desa yang Persen 98,36

Input         : - Dana Rupiah 173.292.800,00

Out put        : - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Manajemen Pemerintahan Desa

Dokumen 2,00

Out come   : - Cakupan Pemerintah Desa yang

Tertib Administrasi

Persen 98,36

Input         : - Dana Rupiah 166.200.000,00

Out put        : - Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 

Perkembangan Desa serta Lomba 

Desa dan Kelurahan

Dokumen 1,00

Out come   : - Cakupan Pemerintah Desa yang 

Tertib Administrasi

Persen 98,36

Input         : - Dana Rupiah 1.406.464.000,00

Out put        : - Jumlah Dokumen Fasilitasi

Pengembangan Usaha Ekonomi

Masyarakat dan Pemerintah Desa

dalam Meningkatkan Pendapatan

Asli Desa

Dokumen 43,00

Out come   : - Persentase Lembaga

Kemasyarakatan Desa yang Aktif

Persen 87,70

Input         : - Dana Rupiah 61.100.000,00

Out put        : - Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat

Laporan 1,00

Out come   : - Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan Desa yang Aktif

Unit 87,70

Input         : - Dana Rupiah 270.512.557,00

Out put        : - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Tim Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga

Dokumen 1,00

Out come   : - Persentase Lembaga

Kemasyarakatan Desa yang Aktif

Persen 87,70

4 Program 23 Kegiatan 10.177.897.394,00

No

Sasaran

Program

Sub Kegiatan

Ket
Uraian

Indikator 

Kinerja
Target Uraian Indikator Kinerja Satuan

7

Meningkatny

a Kualitas 

Penyelenggar

aan Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

dan Lembaga 

Ekonomi 

Kampung

Peningkatan 

Persentase 

Kampung 

Mandiri

49,18

%

Program 

Peningkatan 

Kerja Sama 

Desa

Pembinaan Peningkatan 

Kapasitas Aparatur 

Pemerintah Desa

Jumlah  kampung  yang  melakukan  kerja  sama

antar kampung

Fasilitasi Pembangunan 

Kawasan Pedesaan 

Program 

Administrasi 

Pemerintaha

n Desa

Cakupan Pemerintah Desa yang Tertib 

Administrasi

Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa

3. Meningkatny

a Peran 

Swadaya 

Masyarakat, 

Lembaga 

Kemasyarakat

an dan Adat 

Kampung

Persentase 

Lembaga 

Kemasyarakat

an dan Adat 

Kampung yang 

Aktif

95,56% Program 

Pemberdayaa

n Lembaga 

Kemasyaraka

tan, Lembaga 

Adat dan 

Masyarakat 

Hukum Adat

Fasilitasi Bulan Bhakti 

Gotong Royong Masyarakat

Fasilitasi Tim Penggerak PKK 

dalam Penyelenggaraan 

Gerakan Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga

Jumlah

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang 

Aktif

Fasilitasi Pengembangan 

Usaha Ekonomi Masyarakat 

dan Pemerintah Desa dalam 

Meningkatkan Pendapatan 

Asli Desa

Fasilitasi Evaluasi 

Perkembangan Desa serta 

Lomba Desa dan Kelurahan

Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat 

Daerah Kabupaten/ Kota 

serta Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum Adat 

yang Masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat 

yang sama dalam Daerah 

Kabupaten/ Kota

Fasilitasi Manajemen 

Pemerintahan Desa



LAPORAN KINERJA DPMK KABUPATEN SIAK TAHUN 2025                                                                         20 

 
 

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah 

merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan 

kebijakan teknis, program dan kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis 

terhadap hasil kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

Kabupaten Siak maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai 

parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, 

program dan kegiatan sebagai berikut: 

 

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan 

asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini : 

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan 

antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal 

ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, 

sasaran strategis, dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama 

satu tahun. Adapun rumus digunakan untuk menghitung persentase 

capaian target indikator kinerja yaitu: 

   

 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis 

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan 

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang 

diharapkan. 

 

 

No Rentang Capaian Kinerja Kategori Capaian 

1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi 

2 76% ≤ 90% Tinggi 

3 66% ≤ 75% Sedang 

4 51% ≤ 65% Rendah 

5 0 s/d 50% Sangat Rendah 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Pengukuran kinerja merupakan evaluasi kinerja yang digunakan 

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

3.1 Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung  

Kabupaten Siak 

3.1.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak tahun 2025 dilakukan 

dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target masing-

masing indikator kinerja sasaran strategis. Adapun rincian tingkat 

capaian kinerja pada masing-masing indikator tersebut dapat dilihat 

pada tabel. 3.1 berikut ini : 

 
Tabel 3.1.1 

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI % 

Kategori 

Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan tata 

kelola pemerintahan 

dan lembaga ekonomi 

kampung 

Peningkatan 

persentase 

kampung mandiri 

 

49,18 % 97,54% 198,33 

(100) 

Sangat 

Tinggi 

2. Meningkatnya peran 

swadaya masyarakat, 

lembaga 

kemasyarakatan dan 

adat kampung 

Persentase  

lembaga 

kemasyarakatan 

dan adat kampung 

yang aktif 

95,56 % 100,00% 104,65 

(100) 

Sangat 

Tinggi 

Sum
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berData: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2025 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025 yang 

terdiri dari 2 (dua) sasaran trategis dan 2 (dua) indikator kinerja, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator 

kinerja  termasuk kategori capaian “Sangat Tinggi” artinya capaian kinerja 

≥ 91% ≤ 100%. 

Uraian dari analisis capaian kinerja sasaran strategis yang telah 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola 

pemerintahan dan lembaga ekonomi kampung hasil pengukuran capaian 

kinerja sasaran dengan indikator kinerja peningkatan persentase kampung 

mandiri dengan capaian kinerja sasaran sebesar 91% ≤ 100% termasuk 

kategori capaian “Sangat Tinggi”. 

 

Grafik 3.5 Sasaran 1 dibandingkan dengan target tahun 2025 
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Indikator : Peningkatan persentase kampung mandiri
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Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung oleh sub kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Rp 174.999.750 

2. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Rp 

1.323.540.000 

3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rp 2.169.355.000 

4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp 

213.610.000 

5. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Rp 173.292.800 

6. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 

Rp 166.200.000 

 

Dalam rangka untuk menilai Status Indeks Desa (ID) dibagi menjadi 5 

(lima) status, yaitu: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa 

Berkembang, Desa Maju, Desa Mandiri. 

Indeks Desa (ID) adalah alat ukur untuk mengetahui kemajuan 

pembangunan desa. ID merupakan indeks komposit yang terdiri dari enam 

dimensi indeks, yaitu dimensi aksesibilitas, dimensi pelayanan dasar, 

dimensi  ekonomi, dimensi sosial, dimensi lingkungan dan dimensi 

tatakelola pemerintahan kampung. 

Penentuan Status Indeks Desa berdasarkan Klasifikasi status desa  

ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut : 

• Desa/Kampung Sangat Tertinggal : nilai 0% ≤ ID ≤ 49,48% 

• Desa/Kampung Tertinggal : nilai 49,49% ≤ ID ≤ 57,38 

• Desa/Kampung Berkembang : nilai  57,39% ≤ ID ≤ 69,34% 

• Desa/Kampung Maju : nilai 69,35% ≤ ID ≤ 79,62% 

• Desa/Kampung Mandiri: nilai 79,63% ≤ ID ≤ 100% 

Indeks Desa digunakan pemerintah untuk mengukur status 

perkembangan desa dan menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat 

sasaran. Dengan ID, desa-desa dapat mengetahui posisi mereka dalam skala 

pembangunan dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. 
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Indeks Desa (ID) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan 

enam dimensi indeks desa, yaitu : 
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Tabel 3.1.2 

Indek Desa (ID) Tahun 2025 
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Sasaran 2 : Meningkatnya peran swadaya masyarakat, lembaga 

kemasyarakatan dan adat kampung 

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator kinerja 

persentase  lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif dengan 

capaian kinerja sasaran sebesar 91% ≤ 100% termasuk kategori capaian 

“Sangat Tinggi”. 

Grafik 3.5 Sasaran 1 dibandingkan dengan target tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengukuran kinerja indikator persentase  lembaga kemasyarakatan 

dan adat kampung yang aktif Tahun 2025 yaitu 100,00% (3836 lembaga 

yang aktif) dari target sebesar 95,56% (3666 lembaga yang aktif)  dengan 

capaian kinerja indikator 104,65% (100%). 

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung oleh sub kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah 

Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Rp 1.406.064.000 

2. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Rp 

0%

20%

40%
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100%

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

95,56% 100,00% 104,65

Indikator : Persentase  lembaga kemasyarakatan 
dan adat kampung yang aktif
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27.343.800 

3. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Rp 61.100.000 

4. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp 270.512.557 

 

Lembaga kemasyarakatan kampung adalah lembaga sosial yang 

mengatur tata cara dan prosedur hubungan antar manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat. Lembaga kemasyarakatan kampung berperan 

dalam pemberdayaan masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan, serta peningkatan pelayanan masyarakat. 

 

Persentase  lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif 

dihitung dengan membagi jumlah lembaga yang aktif dengan jumlah 

lembaga yang ada, kemudian dikalikan 100. 

 

 

 

 

Pengukuran indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan 

Adat Kampung yang Aktif bertujuan untuk mengukur sejauh mana wadah 

partisipasi masyarakat (seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat) 

berfungsi sebagai mitra pemerintah kampung dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 

Kriteria lembaga aktif lembaga dianggap aktif jika memenuhi kriteria 

berikut:  

Legalitas: Memiliki SK (Surat Keputusan) pengangkatan pengurus dari 

Penghulu Kampung/Desa yang masih berlaku. 

Kepengurusan: Memiliki struktur organisasi yang lengkap dan masih 

bertugas. 

Operasional: Melaksanakan pertemuan rutin dan kegiatan/program kerja. 

Administrasi: Menyusun laporan kegiatan atau memiliki buku administrasi 

lembaga. 

Kemitraan: Terlibat aktif dalam Musrenbang Kampung atau kegiatan 

Persentase  lembaga yang aktif 

Total jumlah lembaga 
X 100% 
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pembangunan kampung 

 

Data kelembagaan kampung/kelurahan yang aktif meliputi Rukun 

Tetangga (RT), Rukun Kampung (RK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu 

(POSYANDU) dan Karang Taruna dapat di lihat pada tabel di bawah ini 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1.3 
Data Keaktifan Kelembagaan Masyarakat di Kelurahan/ Kampung 

Se Kabupaten Siak Tahun 2025 
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3.1.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun 

Sebelumnya 
 

Tabel 3.1.2 
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja DPMK Kabupaten Siak Tahun 

2022 s.d. 2025 
 

 

Sumber Data: 1. Renstra DPMK Kab. Siak tahun 2021 sd 2026 

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Siak Tahun 2025 

 

Berdasarkan data tabel di atas,  pengukuran kinerja indikator 

peningkatan persentase kampung mandiri tahun 2022 sebesar 35,24% (24 

kampung) dari target sebesar 24,59% (30 kampung)  dengan capaian 

kinerja indikator 143,33% (100%), tahun 2023 sebesar 89,34% (109 

kampung) dari target sebesar 32,79% (40 kampung) dengan capaian kinerja 

indikator 272,46% (100%), tahun 2024 sebesar 100,00% (122 kampung) dari 

target sebesar 40,98% (50 kampung) dengan capaian kinerja indikator 

244,02% (100%), sedangkan tahun 2025 Ada penurunan 2,46% (3 Kampung) 

dari capaian kinerja tahun sebelumnya disebabkan ada beberapa 

perubahan indeks desa di tahun 2025 ini dari 3 dimensi penilaian menjadi 6 

dimensi, namun capaian kinerja tahun 2025 termasuk kategori yang sangat 

baik yaitu sebesar 97,54% (119 kampung) dari target sebesar 49,18% 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

2022 2023 2024 2025 

Target Realisasi 

% 

Capaian 

Kinerja 

Target Realisasi 

% 

Capaian 

Kinerja 

Target Realisasi 

% 

Capaian 

Kinerja 

Target Realisasi 

% 

Capaian 

Kinerja 

1 2 3 4 6 8 7 9 11 10 9 11 10 11 12 13 

1 Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

tata kelola 

pemerintahan 

dan lembaga 

ekonomi 

kampung 

Peningkatan 

persentase 

kampung 

mandiri 

% 24.59 35.24 143.33 

(100) 

40.98 89.34 272.46 

(100) 

40.98 100.00 244.02 

(100) 

49,18 % 97,54% 198,33 

(100) 

2. Meningkatnya 

peran swadaya 

masyarakat, 

lembaga 

kemasyarakatan 

dan adat 

kampung 

Persentase  

lembaga 

kemasyarakatan 

dan adat 

kampung yang 

aktif 

% 82.32 89.82 109.11 

(100) 

91.15 89.82 103.56 

(100) 

91.15 89.82 98.54 

(100) 

95,56 % 100,00% 104,65 

(100) 
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dengan capaian kinerja indikator 198,33% (100%).  

Untuk pengukuran kinerja indikator persentase lembaga 

kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif, tahun 2022 sebesar 89,82% 

dari target sebesar 82,32% dengan capaian kinerja indikator 109,11% 

(100%), tahun 2023 sebesar 89,82% dari target sebesar 86,73% dengan 

capaian kinerja indikator 103,56% (100%), tahun 2024 sebesar 89,82% dari 

target 91,15% dengan capaian kinerja 98,54%, sedangkan tahun 2025 ada 

kenaikan 10,18% dari capaian kinerja tahun sebelumnya karena 

keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan setiap kegiatan 

dengan aktif sehingga capian kinerja tahun 2025 termasuk kategori yang 

sangat tinggi yaiut  sebesar 100,00% dari target 95,56% dengan capaian 

kinerja 104,65. 

Perkembangan realisasi capaian kinerja DPMK Kabupaten Siak Tahun 

selama beberapa tahun terakhir seperti pada grafik dibawah ini : 

 

Grafik 3.1.2.1 
Perbandingan indikator peningkatan persentase Kampung Mandiri 

Tahun 2022-2025  
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Grafik 3.1.2.2 
Perbandingan indikator Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat 

kampung yang aktif beberapa tahun terakhir  

82,32%
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 3.1.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya dengan Target Jangka Menengah 

Renstra 

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah membandingkan realisasi 

kinerja s.d tahun 2025 dengan target akhir jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana 

Strategis DPMK Tahun 2021 – 2026 pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1.3 
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja DPMK Kabupaten Siak  
berdasarkan capaian tahun sebelumnya dengan target Renstra 

 

 Sumber: Renstra DPMK Kab. Siak tahun 2021 sd 2026

No Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

2022 2023 

 

 

2024 

 

 

2025 

Target 

Kinerja 

Sasaran 
Pada 

Tahun 

2026 
Target 

Realia

si 
% Target Realiasi % Target Realiasi % Target Realiasi % 

1 4 5 6 7 8    10 

1 Meningkatnya 
kualitas 

penyelenggaraan 

tata kelola 
pemerintahan dan 

lembaga ekonomi 

kampung 

Peningkatan 
persentase 

kampung 

mandiri 

24,59% 35,24
% 

143,33 32,79
% 

89,34% 272,46 40,98% 100,00% 244,02 49,18 % 97,54% 198,33 

(100) 

57,38% 

2 Meningkatnya 

peran swadaya 

masyarakat, 
lembaga 

kemasyarakatan 

dan adat kampung 

Persentase 

lembaga 

kemasyaraka
tan dan adat 

kampung 

yang aktif 

82,32% 89,82

% 

109,11 86,73

% 

89,82% 103,56 91,15% 89,82 98,54 95,56 % 100,00% 104,65 

(100) 

100% 
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Pada sasaran strategis DPMK terdapat 2 indikator kinerja dimana ke 2 

indikator kinerja tersebut sudah melampaui target. Dengan demikian 

maka secara umum DPMK Kabupaten Siak telah melaksanakan tugas dan 

fungsi dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung secara baik 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan 

dalam Renstra DPMK Kabupaten Siak tahun 2021-2026. 

 

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Solusi yang 

telah dilakukan 

3.1.4.1 Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian 

kinerja antara lain : 

1. Mendorong Pemerintah Kampung melakukan penginputan pada 

Aplikasi Indeks Desa tahun 2025 pada link 

https://id.kemendesa.go.id dengan pengisian data 6 (enam) 

dimensi penilaian yakni Layanan Dasar, Ekonomi, Sosial, 

Lingkungan, Aksebilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.  

2. Memberikan pembinaan, evaluasi dan pengawasan kinerja 

kepada pemerintah kampung agar menggunakan Sistem 

Digitalisasi Smart Kampung pelayanan kepada masyarakat. 

3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah kampung dalam 

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan kampung. 

4. Penguatan kapasitas tenaga pendamping pengelolaan keuangan 

kampung dan Badan Usaha Milik Kampung. 

5. Seluruh Kampung telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan 

Desa (Siskeudes) online dan Online Monitoring Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) secara baik dan 

tertib. 

6. Seluruh Kampung telah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi 

Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dalam pendataan aset kampung. 

7. Penguatan kapasitas lembaga ekonomi kampung. 

8. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi 

kelembagaan kemasyarakatan agar dapat memahamani dan 

https://id.kemendesa.go.id/
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menjalanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat aktif dalam 

setiap program dan kegiatan di pemerintah kampung seperti dalam 

mmusyawarah di kampung. 

9. Adanya pembinaan kinerja tata kelola pemerintahan, keuangan 

dan aset kampung dari Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah 

Kabupaten. 

 

3.1.4.2 Permasalahan atau hambatan: 

1. Bertambahnya indikator penilaian dimensi dari tahun sebelumnya 3 

dimensi indikator  Indek Ketahanan Sosial (IKS), Indek Ketahanan 

Ekonomi (IKE) dan Indek Ketahanan Lingkungan (IKL) menjadi 6 

dimensi penilaian yakni Layanan Dasar, Ekonomi, Sosial, 

Lingkungan, Aksebilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. 

2. Kurangnya SDM yang memadai di tingkat kampung dalam 

menggunakan Sistem Digitalisasi Smart Kampung pelayanan 

kepada masyarakat. 

3. Perlunya penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur 

pemerintah kampung dalam penyelenggaraan tata kelola 

pemerintahan dan keuangan kampung. 

4. Masih kurangnya minat masyarakat sebagai pengelola lembaga 

ekonomi kampung dan kurangnya sumber daya yang ada sebagai 

pengelola lembaga ekonomi kampung. 

5. Belum semua kampung di dukung dengan jaraingan internet yang 

memadai untuk menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa 

(Siskeudes) online dan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan 

dan Anggaran Negara (OM-SPAN) secara maksimal. 

6. Pengunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa 

(SIPADES) dalam pendataan aset kampung masih dalam kondisi 

ofline disebabakan belum tersedianya akses online untuk server 

kabupaten . 
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3.1.4.3 Langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor 

penghambat : 

1. Melakukan pendampingan lebih intensif kepada pemerintah 

kampung agar dapat memenuhi indikator yang sudah ditetapkan 

melalui Indek Desa (ID). 

2. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pengelolaan 

lembaga ekonomi kampung. 

3. Perlunya tetap dilakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas 

bagi kelembagaan kemasyarakatan agar dapat memahamani dan 

mmenjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat aktif dalam 

setiap program dan kegiatan di pemerintah kampung. 

4. Melakukan evaluasi berkala terhadap keaktifan program dan 

kegiatan kelembagaan kampung dan kelurahan. 

 

3.1.5 Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 

Dalam analisis ini, kami berupaya menguraikan keterkaitan 

pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran,tujuan, serta visi dan misi sebagaimana 

ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini perlu pula 

dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan 

secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan 

kegiatan yang telah ditetapkan. Sumber daya yang dimiliki Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, terdiri dari: 

1. Sumber Daya Manusia;. 

2. Sumber Daya Keuangan 

Untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan di bidang Urusan 

Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, perlu didukung dengan sarana dan prasarana kantor 

yang memadai. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

Kabupaten Siak,sekarang belum memiliki gedung kantor yang kondusif. 

Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan kemampuan 
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sumberdaya aparatur juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatanyang telah ditetapkan.Oleh 

karenanya, aparatur hendaknya mempunyai kemampuan, pengetahuan 

dan keterampilan serta sikap perilaku yang baik. Kondisi Sumber Daya 

Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten 

Siak secara kualitatif sudah baik.  

Eselonisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

Kabupaten Siak terdiri dari: 1 (satu) orang eselon II-B Kepala Dinas,1 

(satu) orang eselon III-A Sekretaris Dinas, 2 (dua) orang eselon III-B 

Kepala Bidang,  2 (dua) orang eselon IV-A Kepala Sub Bagian 

Perencanaan dan Umum, Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian dan 3 

(tiga) orang Jabatan Fungsional, 9 (sembilan) orang pelaksana, 3 (tiga 

orang PPPK Penuh Waktu, 15 (lima belas) orang PPPK Paruh Waktu dan 

1 (satu) orang honorer. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur 

dengan komposisi sebagai berikut: Lulusan S2 : 18.42%, Lulusan S1 : 

52.63%, Lulusan DIII : 2.63%, lulusan SLTA : 26.32%. Namun demikian, 

upaya meningkatkan kapasitas pegawai akan tetap terus dikembangkan, 

baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Dilihat dari segi 

kuantitatif, Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Kampung Kabupaten Siak masih sangat kurang dan memerlukan 

tambahan pegawai ASN sebanyak 63 orang. 

 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dapat dilihat pada Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Kegiatan (DPPA) Tahun 2025, pada APBD 

Perubahan melaksanakan 4 (empat) program terdiri dari 9 (sembilan) 

kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. 

 

3.1.6. Capaian Program dan Kegiatan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak 

pada Tahun 2025 melaksanakan 4 (empat) program dengan hasil 

capaian kinerja termasuk kategori capaian “Sangat Tinggi”. Secara 

rinci diuraikan sebagai berikut : 
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan target 

100%, realisasi terpenuhi 99,00% dengan rincian pencapaian target 

kinerja kegiatan sebagai berikut : 

-   Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan indikator 

kinerja tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah dengan 

target 100% dan capaian realisasi kinerja 98,80%, capaian kinerja 

termasuk kategori capaian “Sangat Tinggi”. 

-   Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator 

kinerja tersedianya administrasi umum perangkat daerah dengan 

target 100% dan capaian realisasi kinerja 92,03%, capaian kinerja 

termasuk kategori capaian “Sangat Tinggi”. 

-   Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah dengan indikator kinerja tersedianya 

pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah 

daerah dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 100%, 

capaian kinerja termasuk kategori capaian“Sangat Tinggi”. 

-   Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 

dengan indikator kinerja pengadaan penyediaan jasa penunjang 

urusan pemerintahan daerah dengan target 100% dan capaian 

realisasi kinerja 100,00%, capaian kinerja termasuk kategori capaian 

“Sangat Tinggi” 

-   Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah  dengan indikator kinerja pemeliharaan barang 

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 

100% dan capaian realisasi kinerja 100,00%, capaian kinerja 

termasuk kategori capaian “Sangat Tinggi” 

2. Program peningkatan kerja sama desa dengan target 100%, realisasi 

terpenuhi 100% dengan rincian pencapaian target kinerja kegiatan 

sebagai berikut : 

-   Kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa dengan indikator kinerja 

jumlah kampung yang melakukan kerja sama antar kampung 

dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 100%, capaian 

k
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kinerja termasuk kategori capaian “Sangat Tinggi” 

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan target 100%, realisasi 

terpenuhi 93,83% dengan rincian pencapaian target kinerja kegiatan 

sebagai berikut : 

-   Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan desa dengan indikator kinerja cakupan pemerintah 

desa yang tertib administrasi dengan target 100% dan capaian 

realisasi kinerja 100,00%, capaian kinerja termasuk kategori capaian 

“Sangat Tinggi” 

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan 

Masyarakat Hukum Adat dengan target 100%, realisasi terpenuhi 100% 

dengan rincian pencapaian target kinerja kegiatan sebagai berikut : 

-   Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di 

Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang 

masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah 

kabupaten/kota dengan indikator kinerja persentase lembaga 

kemasyarakatan desa yang aktif dengan target 100% dan capaian 

realisasi kinerja 100%, capaian kinerja termasuk kategori capaian 

“Sangat Tinggi” 

 

3.2.REALISASI ANGGARAN 

3.2.1Ikhtisar Realisasi Belanja 

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja 

keuangan untuk belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025. 
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3.2.1 Ikhtisar Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung  

Kabupaten Siak Tahun 2025 
 

Kode 

Rekening 
Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 2 3 4 5 

5     
BELANJA 

DAERAH 
10.177.897.394,00 9,149,077,649,00 89,89 

5 1   
BELANJA 

OPERASI 
9.706.117.394,00 8.667.297.649,00 89,40 

5 1 01 
Belanja 

Pegawai 
2.533.776.793,00 2.254.094.458,00 88.96 

5 1 02 
Belanja Barang 

dan Jasa 
7.172.340.655.00 6.423.203.191,00 89,56 

5 2  
BELANJA 

MODAL 
471.780.000,00 471.780.000,00 100,00 

5 2 02 

Belanja Modal 

Peralatan dan 

Mesin 

471.780.000,00 471.780.000,00 100,00 

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab Siak Tahun 2025 

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

Kabupaten Siak Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 

10.177.897.394,00 terbagi menjadi 4 (empat) program, terdiri dari 8 

(delapan) kegiatan yang dibagi menjadi 23 (dua puluh tiga) sub 

kegiatan.  

 



LAPORAN KINERJA DPMK KABUPATEN SIAK TAHUN 2025                                                                         49 

 
 

2. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp 9.149.077.649,00 atau 

89,89 % dari pagu anggaran. Keseluruhan realisasi per sub kegiatan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak dapat 

diuraikan sebagai berikut (data terlampir berupa Laporan Kinerja), 

sedangkan capaian realisasi belanja pelaksanaan kegiatan di bawah 

75% dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota  

a.1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD terealisasi sebesar Rp 68.702.600 atau 

42,14% dari Rp 163.045.000, dikarenakan adanya tunda bayar 

PPTK dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah. 

 

a.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

- Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik terealisasi sebesar Rp 50.724.539 atau 42,14% dari Rp 

108.800.000, dikarenakan belanja dibayarkan real sesuai 

dengan yang diterima. 

 

a.3. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi sebesar Rp 14.016.549 

atau 44,83% dari Rp 23.750.000, dikarenakan BPKB (Buku 

Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil BM 1438 S tidak 

ditemukan/hilang dan pembayaran sesuai real. 

 

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa 

b.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan Desa 

- Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 

terealisasi sebesar Rp. 61.680.000 atau 35,59% dari Rp 

173.292.800, dikarenakan efesiensi anggaran. 
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BAB IV. PENUTUP 
 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 sasaran, 

disimpulkan keseluruhan sasaran tercapai dengan kategori “Sangat 

Tinggi”. dari 2 sasaran yang sudah ditetapkan indikator kinerja sasaran 

sebanyak 2 indikator, bahwa sasaran 1 dengan target persentase kampung 

mandiri 49,18% terealisasi 97,54% sehingga capaian kinerjanya 198,33% 

termasuk dalam kategori capaian “Sangat Tinggi” dan sasaran 2 dengan 

target 95,56% terealisasi 100,00%  sehingga capain kinerja 104,65% 

termasuk dalam kategori capaian “Sangat Tinggi” 

Hasil pencapaian kinerja terhadap 2 sasaran strategis sangat berarti 

sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa-masa 

mendatang. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 

2025 perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi 

pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan 

di masa yang akan datang.  

Adapun upaya strategis yang dapat ditempuh tersebut antara lain: 

a) Mewujudkan perencanaan program dan kegiatan secara matang sesuai 

dengan sumber daya yang ada. 

b) Meningkatkan efisiensi, ekonomis, dan efektifitas pelaksanaan kegiatan 

dan program. 

c) Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan 

terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta 

ketepatan waktu pelaksanaan.  

d) Melakukan pendampingan lebih intensif kepada pemerintah kamung 

agar dapat memenuhi indikator yang sudah ditetapkan melalui Indek 

Desa (ID). 

e) Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi kelembagaan 

kemasyarakatan agar dapat memahamani dan menjalankan tugas dan 

fungsinya sehingga dapat aktif dalam setiap program dan kegiatan di 

pemerintah kampung. 

f) Melakukan evaluasi terhadap keaktifan program dan kegiatan 

kelembagaan kampung dan kelurahan. 

 

 




